WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

WALIKOTA YOGYAKARTA,

a. bahwa sehubungan adanya kejadian luar biasa wabah Virus

Corona atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang
sangat  berpengaruh  pada  kegiatan  perekonomian
masyarakat karena  terhentinya beberapa  kegiatan
perekonomian dan investasi yang menyebabkan
menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat, perlu
adanya kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang
perekonomian dan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi
dan investasi dapat terjaga;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



Menetapkan :

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non Alam, Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018
Nomor 8);

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kejadian luar biasa yang
berdampak pada perekonomian dan investasi, karena jabatannya
Walikota dapat memberikan kebijakan Pengurangan dan Pembebasan
Retribusi serta kebijakan lain yang dianggap perlu.

(2) Kebijakan Pengurangan dan Pembebasan Retribusi serta kebijakan lain
yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 47



